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4INTISARI
Laode Hardiansa, Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar, dibimbing oleh Dr. Hasrat Arief Saleh, MS dan 
A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan
menganalisis secara deskriptif kualitas pelayanan IMB di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar, beserta sejumlah faktor yang mepengaruhi kualitas
pelayanan IMB tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, yang merupakan paradigma penelitian untuk menggambarkan
dan mengalisis permasalahan, gejala, peristiwa, fenomena, dan
sebagainya secara mendalam dan holistik dengan bentuk uraian naratif.
Metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan dengan teknik induktif, yang merupakan teknik
penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta/ kasus-kasus yang bersifat
khusus, yang kemudian dianalisis kedalam bentuk kesimpulan yang 
bersifat umum; serta menggunakan verifikasi dengan teknik triangulasi; 
yang merupakan pengembangan dari model analisis Miles&Hubermen
atas dasar kesesuaian dengan tujuan penelitian.
Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan 
IMB yang diberikan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan belum berkualitas. Lebih spesifik, dari
sejumlah indikator yang menjadi kriteria penilaian kualitas pelayanan
berdasarkan standar pelayanan dalam KepMenPAN No. 63 Tahun 2003, 
hanya dimensi kompetensi aparatur pelayanan yang dinilai telah
memenuhi kriteria pelayanan yang berkualitas; sementara dimensi
prosedur, waktu, biaya, serta sarana dan prasarana layanan dinilai belum
memenuhi kriteria pelayanan yang berkualitas. Lebih jauh, dari penelitian
ini terungkap bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas
pelayanan IMB di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, dalam hal ini hanya
kompetensi aparatur pelayanan yang teridentifikasi sebagai faktor yang 
mendukung kualitas pelayanan; sementara kebijakan pemerintah baik
terkait pemisahan kewenangan administratif dan kewenangan teknis
operasional di instansi yang berbeda maupun desain prosedur yang 
kompleks, sarana dan prasarana yang belum memadai, akses informasi 
yang terbatas, serta aspek pengawasan baik pengawasan internal melalui 
survey pengguna layanan maupun pengawasan eksternal melalui tindak 
lanjut pengaduan masyarakat; yang teridentifikasi sebagai faktor
penghambat kualitas pelayanan IMB di Kantor Pelayanan Administrasi
perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
5ABSTRACT
Laode Hardiansa, “Service Quality Building Permit Service at Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan and Dinas Tata Ruang dan Bangunan
at Makassar City, Directing by Dr. Hasrat Arief Saleh, MS and A. Lukman
Irwan, S.Ip, M.Si.
This research aim to know, to understand, and to analyze 
descriptively building permit service quality at Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan and Dinas Tata Ruang dan Bangunan in the city of 
Makassar, and the influential factors of building permit service quality.
This research used descriptive method with qualitative approach, 
which is the research paradigm to describe and analyze holistically and 
comprehensive about problems, case, fact, phenomenon, etc. narratively. 
Method of analysis used data reduction, data display, and conclusion 
through inductive technique, which is conclusion technique that according 
to the specific facts/ cases, and then analysis into general conclusion; and 
used verification through triangulation; which is modification of Miles and 
Hubermen Model of Analysis, according to the aim of this research.
The final result of this study showed, that in general building permit 
service that provided by Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan and 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan have bad quality. Specifically, to the 
indicators which is used as criteria to asses service quality, according to 
service standard in KepMenPAN No. 63 Tahun 2003, only the 
competence ofapparatus which is meet the service quality’s criteria; 
furthermore, the procedure, time, cost, and facilities of service doesn’t 
meet the service quality standard. Further, this research reveal that there 
are some factor which are influence the building permit service quality at 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan and Dinas Tata Ruang dan
Bangunan in Makassar City, where only the competence of apparatus that 
have identified as a factor that support the service quality; furthermore 
local government policy, not only the separate of administrative authority 
and operational authority but also the complexity of procedural design; 
facilities that have not been adequately; limited access to information; and 
the supervision, not only internal supervision through service user survey 
but also external supervision through public complaint; all of which 
identified as obstacle factors of building permit service quality in Kantor 





Dalam era demokrasi modern, aktivitas pemerintahan diarahkan 
guna memenuhi tuntutan/ aspirasi rakyat, sehingga aktivitas pemerintah 
menjadi lebih dinamis, efisien, efektif, dan inovatif, ketimbang 
regulatif.Government of the people, government by the people, and 
government for the people (pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh 
rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat), yang merupakan makna dasar 
demokrasi memberikan pemahaman bahwa publik (warga negara) 
merupakan pemegang kedaulatan dalam demokrasi, sehingga pemerintah 
mempunyai responsibility dalam memenuhi tuntutan yang diperintah, 
yakni melalui pelayanan publik.
Dalam berbagai literatur diungkapkan bahwa pemerintah pada 
hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidak dibangun untuk 
memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 
1998). Hal ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang dikemukakan 
Ndraha (2003), bahwa secara inheren, hanya pelayanan publik yang 
merupakan fungsi primer pemerintahan, dibanding fungsi lainnya yakni 
7pemberdayaan dan pembangunan. Hal ini dalam kerangka pemikiran 
kybernologi yang dikembangkan Ndraha, merupakan konsekuensi logis 
dari konsep pemenuhan kebutuhan primer manusia akan barang publik 
(public goods) dan jasa publik (service); sehingga fokus penyelenggaraan 
pemerintahan kepada pelayanan menjadi hal yang urgen dan signifikan.
Dari hal di atas, kita mendapatkan pemahaman bahwa pada 
dasarnya pelayanan publik menyangkut dimensi yang luas karena 
berkaitan dengan pemenuhan barang publik dan jasa publik. Luasnya 
dimensi pelayanan tersebut mengakibatkan perlunya untuk membedakan
pelayanan publik dengan pelayanan sipil, dalam hal ini pelayanan publik 
menganut prinsip “no money no service” serta pelayanan yang diberikan 
berdasarkan preferensi publik (public choice); sementara dalam 
pelayanan sipil pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak sipil, 
sehingga publik tidak memiliki pilihan lain dikarenakan hal ini merupakan 
monopoli penyelenggara layanan dalam hal ini pemerintah (Ndraha: 
2003).
Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas pelayanan 
di era kontemporer menjadi salah satu tuntutan utama publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari vitalnya fungsi 
pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini, hanya 
melalui proses tersebutlah kebutuhan publik akan barang publik (public 
goods) dan jasa publik (service) dapat terpenuhi, sehingga dapat 
8dikatakan bahwa publik pada dasarnya memiliki ketergantungan yang 
besar akan fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Vitalnya fungsi pelayanan publik dalam aktivitas pemerintahan ini 
juga didorong oleh perubahan paradigma baru penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni dari yang semula terfokus pada upaya pengendalian 
(steering) menuju pada fokus pelayanan “serving” (Denhardt dan 
Denhardt, 2007). Paradigma baru pelayanan publik, yang lebih dikenal 
dengan New Public Service (NPS), berpegang pada bangunan dasar teori 
demokratik sehingga memposisikan pengguna layanan sebagai warga 
negara yang notabene pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi, padaradigma 
ini menghendaki penguatan kembali peran stakeholder pelayanan, 
sehingga tercapai interdependensi yang setara antara pemerintah dengan 
yang diperintah dalam hubungan pelayanan.
Adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan di 
atas atau dengan kata lain, upaya untuk mengembalikan fokus aktivitas 
pemerintahan kepada hakikat pemerintah sebagai pelayan masyarakat 
sebagaimana dikemukakan di atas, menyiratkan pula semakin 
dibutuhkannya pelayanan yang berkualitas dan berdasarkan kepentingan 
masyarakat selaku warga negara pemegang kedaulatan.Bagi masyarakat, 
perubahan paradigma pelayanan berarti upaya pengembalian makna 
pelayanan yang berkualitas sebagai hak; sementara bagi aparatur 
pelayanan, perubahan paradigma ini menempatkanpelayanan yang 
9berkualitas sebagai pemenuhan kewajiban sekaligus merupakan 
tantangan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di 
tingkatan daerah.
Pemerintah daerah melalui otonomi ditantang untuk se-efektif dan 
se-efisien mungkin dalam pelayanan, guna pemenuhan kebutuhan 
masyarakat akan barang publik dan jasa publik, sehingga pemerintah
daerah mau tidak mau harus menyusun sistem pelayanan yang tepat 
dengan jaminan kemudahan pelayanan baik prosedur maupun 
persyaratan pelayanan, menyiapkan SDM aparatur yang memadai secara 
kualitas dan kuantitas, membenahi sarana prasarana layanan, menjamin
kecepatan dan ketepatan waktu proses pelayanan, serta menjamin 
keterjangkauan biaya, yang kesemuanya itu demi memberikan pelayanan 
yang prima atau berkualitas.
Di sinilah letak munculnya polemik pelayanan publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.Adanya keniscayaan/ 
konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada fokus 
pelayanan publik sebagaimana di kemukakan di atas, justru tidak 
diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah dalam berbagai lini dan 
sektor. Masih kurangnya kualitas kinerja pelayanan publik antara lain 
dipengaruhi oleh budaya paternalisme, sistem pembagian kekuasaan 
yang cenderung memusat ke atas, struktur birokrasi yang hirarkis, 
kewenangan untuk mengambil inisiatif keputusan (diskresi) sangat 
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terbatas dan belum adanya sistem insentif yang tepat untuk mendorong 
efisiensi, kurangnya kepedulian (responsiveness), profesionalisme, 
produktivitas, serta disiplin. Hal di atas pada gilirannya menimbulkan 
anggapan wajar bagi adanya praktik-praktik penyimpangan dalam 
pelayanan publik seperti pungutan liar; ketidakpastian waktu, biaya, dan 
cara pelayanan; diskriminasi dalam pelayanan; dan berbagai praktik 
lainnya yang merupakan fenomena patologi birokrasi.
Hal di atas juga pada dasarnya sejalan dengan fakta realitas yang 
terungkap melalui hasil Government Decentralization Survei (GDS dalam 
JICA: 2008) yang menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia
khususnya di bidang perizinanmasih penuh dengan ketidakpastian waktu, 
biaya, dan cara pelayanan. Selain itu masih nampak fenomena pungutan 
liar dan praktik percaloan, bahkan masyarakat merasa puas dengan hal 
itu karena mempermudah dan mempercepat pelayanan.
Penelitian di atas memang dilakukan pada tahun 2008, namun 
implikasi ke depannya membawa konsekuensi yang menarik untuk 
ditelaah, dikarenakan salah satu wilayah sampel dalam penelitian itu 
adalah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokus 
penelitian ini.Telah 6 tahun penelitian tersebut berlalu, namun keadaan 
pelayanan publik di Kota Makassar disinyalir belum menunjukkan 
perubahan ke arah kemajuan.Data dari Ombudsman Kota Makassar 
menunjukkan pelayanan perizinan di Kota Makassar rawan praktik mal
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administrasi. Hal ini dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat berupa 
pelayanan yang berlarut-larut, mempersulit/diskriminasi pelayanan dan 
lamanya waktu penyelesaiaan pelayanan (antaranews, 7 Desember 
2013).Berdasarkan hal ini, maka menarik untuk menelaah kembali apakah 
pelayanan perizinan yang saat ini dilaksanakan di Kota Makassar telah 
berkualitas ataukah justru sejalan dengan asumsi di atas bahwa 
pelayanan yang ada saat ini masih dipenuhi praktik maladministrasi 
ataukah patologi birokrasi.
Menarik pula untuk mencermati kualitas pelayanan di Kota 
Makassar dalam bidang pelayanan perizinan, mengingat Kota Makassar 
dengan statusnya sebagai kota metropolitan tentunya mengalami 
kemajuan pembangunan yang begitu pesat, terutama dari aspek 
pembangunan infrastruktur fisik. Di sinilah letak polemiknya; tidak dapat 
dipungkiri, bahwa dalam suatu daerah yang pembangunannya begitu 
pesat, polemik seperti pembangunan yang tidak terencana ataukah tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang dan wilayah yang membawa 
konsekuensi dampak lingkungan, menjamurnya pemukiman liar, 
merebaknya bangunan semi permanen di lokasi yang tidak seharusnya 
seperti di badan jalan, dan sebagainya; seringkali tidak terhindarkan. Di 
sinilah letak peran strategis pelayanan perizinan, terutama izin mendirikan 
bangunan untuk mencegah fenomena serupa terus berkembang.
Berdasarkan hal ini, maka menjadi menarik untuk menelaah apakah 
pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Makassar telah berkualitas.
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Pelayanan izin mendirikan bangunan dalam suatu daerah sangat 
krusial, dikarenakan produk layanan tersebut menjamin legalitas 
keberadaan suatu bangunan. Dalam konteks Kota Makassar yang 
menjadi lokus penelitian ini, pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 Tahun 2004 tentang 
Tata Bangunan.Di sinilah letak signifikansinya bagi pemerintah daerah, 
karena melalui pelayanan ini pemerintah daerah dapat memungut 
sejumlah retribusi yang pada gilirannya menunjang pendapatan 
daerah.Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan kinerja yang maksimal dari 
instansi yang mengelola pelayanan perizinan tersebut di Kota Makassar 
untuk menjamin kepentingan pendapatan daerah melalui retribusi, 
sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang 
berkualitas. Akan tetapi, realitas pelaksanaan fungsi di bidang Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Makassar diindikasikan masih
diwarnai sejumlah fenomena yang mengarah pada belum terpenuhinya 
standar kualitas pelayan, sebagaimana data ombudsman dan hasil 
penelitan JICA yang telah dikemukakan sebelumnya.
Berdasarkan hal itu, menarik untuk menganalis dalam penelitian ini, 
apakah pelayanan yang diberikan telah mengakomodir kepentingan 
pemerintah daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan 
tidak meninggalkan standar pelayanan. Dalam KepMenPAN No. 63 Tahun 
2003 Tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik, 
dikemukakan bahwa pelayanan yang berkualitas harus mampu memenuhi 
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standar pelayanan yakni baik dari prosedur, waktu, biaya, sarana 
prasarana, dan kompetensi aparatur. Berdasarkan standar tersebut, 
belum dapat dipastikan apakah pelayanan izin mendirikan bangunan yang 
dilaksanakan di Kota Makassar telah berkualitas.
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk menganalisis hal ini dalam suatu kajian yang mendalam, 
sistematis, dan komprehensif melalui suatu penelitian ilmiah, dengan 
judul, “KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR 
PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN SERTA DINAS TATA RUANG DAN 
BANGUNAN KOTA MAKASSAR.
Bila pelayanan izin mendirikan bangunan yang dikelola Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar telah memenuhi standar pelayanan yang berkualitas, 
maka hal ini merupakan spirit untuk terus meningkatkan kinerja; namun 
bila sebaliknya, maka hal ini merupakan tantangan untuk perbaikan 
pelayanan publik ke depannya.Hal ini pada dasarnya signifikan dan 
krusial, mengingat pelayanan yang berkualitas pada gilirannya 
menunjukkan kualitas pemerintahan itu sendiri, sekaligus menjadi bukti 




Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan rumusan 
masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Administrasi 
Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini dapat yakni untuk mengetahui, 
memahami, dan menganalisis:
1. Kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta 




Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, 
pengamat, maupun kritikus yang menggeluti disiplin ilmu adminsitrasi/ 
manajemen, ilmu pemerintahan, dan disiplin ilmu sosial lainnya yang 
relevan dengan lokus dan fokus penelitian.Penelitian ini berisi data, fakta, 
opini, konsep, maupun teori yang diharapkan menambah khazanah 
pengetahuan.
2) Manfaat Praktis
Secara aplikatif penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi 
khususnya kalangan birokrasi pemerintahan. Lebih spesifik lagi penelitian 
ini dapat bermanfaat bagi aparatur pelayanan khususnya yang berkaitan 
erat dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya izin 
mendirikan bangunan (IMB) dalam mengoptimalkan pemenuhan kualitas 
pelayanan. Penelitian ini juga berisi mengenai persepsi stakeholder dalam 
pelayanan publik yakni pemerintah dan masyarakat, sehingga diharapkan 
dapat menjembatani perwujudan interaksi yang selaras, serasi, dan 




Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang akan digunakan untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan 
penelitian. Pembahasan akan menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan 
penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk memahami secara proposional 
metode yang akan digunakan.
3.1 Lokasi Penelitan
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana akan 
di adakan penelitian. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh 
penulis berlokasi di Kota Makassar. Adapun penelitian ini ditempatkan 
pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar serta Dinas 
Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar. Dimana Kantor Administrasi
Pelayanan Perizinan banyak bersentuhan dengan masyarakat, termaksud 
masyarakat yang ingin mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
sedangkan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar disini 
merupakan leading sector dalam hal perizinan Mendirikan Bangunan 
(IMB).
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3.2Tipe Dan Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian ini bersifat deskriptif di mana akan diuraikan dan 
dianalisis permasalahan penelitian. Pendekatan yang di pergunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu 
paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang 
atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam 
dalam bentuk narasi. Penelitian ini bersifat terbuka artinya masalah 
penelitian sebagai mana telah disajikan didepan bersifat fleksibel dan 
subject to change sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan. 
Sehingga fokus penelitiannya pun berubah guna menyesuaikan dengan 
masalah penelitian yang berubah (Moleong, 2012).
3.3Informan 
Informan merupakan pihak yang dapat memberikan informasi 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan 
dalam penelitian ini tidak hanya terbatas di kalangan aparatur pelayanan 
publik di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan Kota Makassar, tetapi juga kalangan diluar unsur aparatur 
yang mengetahui dan memahami permasalahan penelitian (sektor publik).
Berdasarkan purposif/ tujuan, informan yang diyakini akan dapat 
memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut.
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a. Aparatur penyelenggara pelayanan izin mendirikan bangunan pada 
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar, berdasarkan kategori elemen-elemen dasar
organisasi yang mengacu pada Mintzberg (1980), yaitu (1) The 
strategic apex (pucuk pimpinan) yang bertanggung jawab penuh atas
jalannya organisasi (dalam hal ini Kepala/Sekertaris KPAP dan DTRB); 
(2) The Middle Line (Pimpinan Pelaksana) yang menjembatani pucuk
pimpinan dengan bawahan pelaksana (dalam hal ini kepala
bagian/bidang, sub bagian/ sub bidang di KPAP dan DTRB); (3) The 
operating core (bawahan/ pelaksana) para pekerja, pegawai yang 
melaksanakan pekerjaan pokok yang berkaitan dengan pelayanan dan
produk organisasi (dalam hal ini pelayanan izin mendirikan bangunan);
b. Beberapa pakar/ pengamat yang memahami kualitas pelayanan publik;
c. Masyarakat Pengguna Layanan dalam area kewenangan 
pemerintahan Kota Makassar, spesifiknya Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang danBangunan, dalam
hal ini dilakukan penarikan sampel secara purposif dengan 
penelusuran cluster/ snowball sampling. Dalam penelitian ini, informan 
yang bersumber dari masyarakat akan diambil sebanyak mungkin 
hingga terdapat kejenuhan opini, pengulangan dari informasi yang 
dijaring yang tentu saja berdasarkan pertimbangan peneliti. Hal ini 
berdasarkan asumsi bahwa masyarakat pengguna layanan merupakan 
populasi yang homogen, dalam artian mendapatkan jenis, mekanisme/ 
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prosedur, persyaratan, dan berinteraksi dengan aparatur pelayanan 
yang sama (tidak ada perbedaan yang signifikan). Masyarakat 
pengguna layanan di sini berguna selain mengkroscek 
pemahamanmengenaikualitaspelayanan yang berasal dari perspektif 
aparatur, juga untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai 
kualitas pelayananizinmendirikanbangunandikarenakan masyarakat-
lah sumber preferensi pelayanan. Selain itu, terkait informan dari pihak 
masyarakat yang akan dimintai keterangannya akan ditelusuri secara 
insidental akan tetapi tetap purposif, dalam artian siapa saja yang 
secara insiden ditemui peneliti di lapangan akan dimintai 
keterangannya, akan tetapi selama yang ditemui tersebut memenuhi 
kriteria sebagai sumber data berdasarkan pertimbangan peneliti.
3.4Teknik Pengumpulan Data
a) Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan
atau lokasi penelitian. Untuk memperoleh data primer tersebut peneliti
menggunakan cara:
1) Wawancara, merupakan cara untuk mendapatkan informasi
dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.
2) Observasi atau pengamatan, meliputi pemusatan perhatian
terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra
untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data akurat
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tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara
jawaban informan dengan kenyataan yang ada.
b) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catan-catatan, laporan-laporan maupun arsip resmi serta bahan
pustaka yang dapat mendukung kelengkapan data primer.
3.5Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah
dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif yaitu 
data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun 
sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk 
kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang 
diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengembangan 
teknik analisis Miles dan Huberman (1992) yang dapat diuraikan sebagai 
berikut:
1) Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan ,dan transformasi data kasar yang 
diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, 
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo.
2) Penyajian data
Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 
dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam 
berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan, bagan yang kesemuanya itu 
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disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan 
menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, 
pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab 
akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali 
yang melintas dalam pikiran penganalis selama penyimpulan, tinjauan ulang 
pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman sejawat (Focus 
Grup Discussion/ FGD), atau meminta respon atau komentar kepada 
responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah 
disimpulkan peneliti, kekokohannya, dan kecocokannya.
3.6Definisi Operasional
1) Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar
Dalam penelitian ini, pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan dinilai berkualitas apabila memenuhi sejumlah kriteria yang 
dijadikan acuan pelayanan yang berkualitas, dalam hal ini standar 
pelayanan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003, yakni:
a) Prosedur pelayanan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan
tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
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b) Waktu pelayanan, dalam artian pelayanan diselenggarakan 
berdasarkan waktu yang telah ditetapkan; hal ini berkaitan dengan 
waktu dimulainya pelayanan hingga produk pelayanan diterima 
tepat pada waktu yang telah dijanjikan;
c) Biaya, dalam artian terdapat kejelasan dan kepastian biaya 
pelayanan, transparan, terjangkau, dan biaya yang dibayarkan 
pemanfaat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan;
d) Sarana dan prasarana, baik yang sifatnya pokok maupun yang 
sifatnya penunjang, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia
maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai
hasil yang diharapkan.
e) Kompetensi petugas, dalam artian aparatur pelayanan harus 
memiliki kemampuan,  pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, 
dan perilaku yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan yang 
berkualitas.
2) Hal yang dimaksud dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam
kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat
ditegorikan atas dua, yakni faktor yang mendukung kualitas pelayanan
maupun faktor yang dapat menghambat kualitas pelayanan, yang 





Pada bab sebelumnya telah dideskripsikan data hasil penelitian beserta 
analisisnya mengenai kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor 
Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar beserta sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Berikut dikemukakan 
hasil kesimpulan akhir penelitian.
1. Dari deskripsi data dan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
secara umum, pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan 
Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar belum berkualitas.
Secara khusus, terhadap sejumlah indikator dari dimensi kualitas pelayanan 
izin mendirikan bangunan, yakni prosedur, waktu, biaya, sarana prasaran, 
dan kompetensi aparatur, hanya indikator kompetensi aparatur yang berhasil 
memenuhi kriteria pelayanan yang berkualitas, sementara indikator lainnya 
belum memenuhi kriteria pelayanan yang berkualitas.
2. Berdasarkan deskripsi hasil dan analisis data penelitian terungkap sejumlah
faktor yang berpengaruh dalam kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan 
di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan serta Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar. Faktor yang teridentifikasi mendukung kualitas
pelayanan yakni kompetensi aparatur pelayanan; sementara faktor yang 
teridentifkasi menghambat kualitas pelayanan yakni kebijakan baik 
pemisahan kewenangan administratif dan teknis operasional dalam instansi 
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yang berbeda maupun desain prosedur pelayanan yang kompleks, sarana 
prasarana yang belum memadai, akses informasi pelayanan yang terbatas, 
serta aspek pengawasan baik yang terkait dengan tidak adanya survey 
pengguna layanan maupun kurangnya tindak lanjut atas pengaduan 
masyarakat.
5.2.SARAN 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka penulis dapat 
mengemukakan beberapa hal yang kemudian dijadikan sebagai bahan 
rekomendasi, yaitu sebagai berikut:
1. Standar pelayanan tentang biaya pelayanan administrasi yang tidak 
dikenakan biaya baik dikantor pelayanan administrasi perizinan dan dinas 
tataruang dan bangunan kota Makassar sebaiknya diumumkan secara 
terbuka/transparan kepada masyarakat, Seperti melalui papan informasi dan 
media online.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pelayanan. Hal ini dapat 
dilakukan dengan memberikan apresiasi sesuai dengan prestasi yang 
diberikan dan memberikan sanksi bagi petugas yang melakukan kecurangan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik, saran 
maupun pendapat untuk membangun proses pelayanan yang berprioritas
pada kepentingan masyarakat. 
